PEMERINTAH PROVINSI BANTEN

SEKRETARIAT DAERAH

_Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B)
JI. Syech Nawawi Al-Bantani, Palima Serang Banten Telp. (0254) 200123, Fax. (0254) 200520

RKEPUTUSAN
KEPALA BIRO PENGADAAN BARANG/JASA
SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI PROVINSI BANTEN
NOMOR :800 / 2wy -BPBJ/2021

TENTANG
PENETAPAN PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK), PEJABAT
PELAKSANA TEKNIS SUB KEGIATAN (PPTSK), DAN PEJABAT PENATAUSAHAAN
KEUANGAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (PPK-SKPD)
PADA BIRO PENGADAAN BARANG/JASA
SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI BANTEN
TAHUN ANGGARAN 2021

KEPALA BIRO PENGADAAN BARANG/JASA
SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI BANTEN
SELAKU KUASA PENGGUNA ANGGARAN

Menimbang : a. Bahwa untuk tertib administrasi dan kelancaran pelaksanaan
kegiatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)
Provinsi Banten Tahun Anggaran 2021 pada Biro Pengadaan
Barang/Jasa Sekretariat Daerah  Provinsi Banten, perlu
ditetapkan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), Pejabat
Pelaksana Teknis Sub Kegiatan (PPTSK) dan Pejabat
Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah
(PPK-SKPD);

b. Bahwa untuk maksud tersebut diatas pada butir a. perlu
ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Biro Pengadaan
Barang/Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Banten selaku Kuasa
Pengguna Anggaran.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan
Provinsi Banten (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun
2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4010);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang No. 9 Tahun 2015 tentang perubahan
Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indoneia Nomor 5679);

3. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah;
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Memperhatikan :

Menetapkan
PERTAMA

KEDUA

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Sebagaimana
telah di ubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Perubahan
Kedua atas Peraturan Menteri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

5. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 6 Tahun 2020
tentang Anggaran Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2021
(lembar Daerah Tahun 2020 Nomor 6);

6. Peraturan Gubernur Banten Nomor 27 Tahun 2020 tentang
Perubahan atas Peraturan Gubernur Bsnten Nomo 83 Tahun
2016 tentang Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi, Tipe, Susunan
Organisasi, dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Banten;

7. Peraturan Gubernur Banten Nomor 36 Tahun 2020 tentang
Standar Satuan Harga Tahun Anggaran 2021;

8. Peraturan Gubernur Banten Nomor 1 Tahun 2021 tentang
Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Provinsi Banten Tahun Anggaran 2021 ( Berita Daerah
Provinsi Banten Tahun 2021 Nomor 1);

9. Peraturan Gubernur Banten Nomor 68 Tahun 2021 tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi
Banten Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Provinsi Banten
Tahun 2021 Nomor 69);

Keputusan Gubemnur Banten Nomor : 903/Kep.312-Huk/2020
tentang Penetapan Pejabat Pengguna Anggaran, Kuasa
Pengguna Anggaran, Pimpinan Badan Layanan Umum Daerah,
Bendahara Pengeluaran Badan Layanan Umum Daerah,
Pejabat yang berwenang Menandatangani Surat Perintah
Membayar dan Pejabat yang Berwenang Mengesahkan Surat
Pertanggungjawaban Pelaksanaan, Bendahara Penerimaan,
Bendahara Penerimaan Pembantu, Bendahara Pengeluaran,
Bendahara Pengeluaran Pembantu, Kuasa Anggaran Dana
Bantuan Operasional Sekolah, Bendahara Dana bantuan
Operasioanl Sekolah, Kuasa Pejabat Pengelola Keuangan
Daerah dan Pimpinan Badan Layanan Umum Daerah
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Banten
Tahun Anggaran 2021.

MEMUTUSKAN

: Menectapkan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), Pejabat

Pelaksana Teknis Sub Kegiatan (PPTSK) dan Pejabat Penatausahaan
Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPK-SKPD) pada Biro
Pengadaan Barang/Jasa Seckretariat Dacrah Provinsi Banten Tahun
Anggaran 2021;

: Menetapkan nama-nama Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK),

Pejabat Pelaksana Teknis Sub Kegiatan (PPTSK), dan Pejabat
Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPK-
SKPD) sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA yang
tercantum dalam lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan
dari Keputusan ini;
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KETIGA

Tugas Pokok dan Kewenangan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan
(PPTK), Pejabat Pelaksana Teknis Sub Kegiatan (PPTSK) dan Pejabat
Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPK-
SKPD) sebagaimana dimaksud dalam diktum PERTAMA adalah
sebagai berikut :

A. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), bertugas :

1. Mengendalikan pelaksanaan kegiatan;

2. Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan;

3. Menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran
pelaksanaan kegiatan yang mencakup dokumen administrasi
kegiatan maupun dokumen administrasi yang terkait dengan
persyaratan pembayaran yang ditetapkan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan;

4. Salah satu dokumen anggaran sebagaimana dimaksud pada
angka 3 yaitu Nota Pencairan Dana (NPD) sebagaimana
tercantum dalam format VIII, dan dilengkapi dengan Lampiran
Nota Pengajuan Dana Transfer oleh Bendahara sebagaimana
tercantun dalam format LIV Peraturan Gubernur Nomor 1
Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Banten Tahun
Anggaran 2021 ( Berita Daerah Provinsi Banten Tahun 2021
Nomor 1);

5. Membantu Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam
melaksanakan pengadaan barang/jasa melalui penyedia, yang
melakukan tugas yaitu mengendalikan pelaksanaan kegiatan,
melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan, dan
menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran
pelaksanaan kegiatan;

6. Melaporkan hasil Kegiatan kepada Kuasa Pengguna Anggaran.

B. Pejabat Pelaksana Teknis Sub Kegiatan (PPTSK), bertugas :

1. Melaporkan perkembangan pelaksanaan Sub Kegiatan;

2. Menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran
pelaksanaan sub kegiatan, ysng mencakup dokumen
administrasi sub kegiatan maupun dokumen administrasi ysng
terkait dengan persyaratan pembayaran ysng ditetapkan sesuai
dengan ketentuan peraturan yang berlaku;

3. Melaporkan hasil kegiatan kepada PPTK.

C. Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah

(PPK-SKPD), bertugas :

1. Meneliti kelengkapan SPP-LS pengadaan barang dan jasa yang
disampaikan oleh bendahara pengeluaran dan
diketahui/disetujui oleh PPTK;

2. Meneliti kelengkapan SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU, dan SPP-LS
gaji, dan tunjamgan ASN serta penghasilan lainnya yang
ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan yang diajukan oleh bendahara pengeluaran.

3. Melaporkan hasil Kegiatan kepada Kuasa Pengguna Anggaran.
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KEEMPAT : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan
apabila dikemudian hari terdapat kesalahan maupun kekeliruan
didalam penetapan, akan diadakan perubahan dan atau perbaikan
sebagaimana mestinya.

Ditetapkandi  : Serang
Pada tanggal  :9% Januari 2021

KEPALA BIRO PENGADAAN BARANG/JASA
SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI BANTEN,

Ir. SOERJO SOEBIANDONO. MA
Pembina Tk 1
NIP. 19711025 200112 1 001

Tembusan disampaikan kepada yth :

1. Gubernur Banten (sebagai laporan);

2. Wakil Gubernur Banten;

3. Sekretaris Daerah Provinsi Banten;

4. Asisten Daerah Perekonomian dan Pembangunan Setda Provinsi Banten.
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Lampiran Sugl Keputusan Kepala Biro Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Banten

Nomor
Tanggal :

00/ 4“1 -8pPBI/2021
Januari 2021

PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK), PEJABAT PELAKSANA TEKNIS SUB KEGIATAN (PPTSK)

DAN PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (PPK-SKPD)
DI LNGKUNGAN BIRO PENGADAAN BARANG/JASA
SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI BANTEN

TAHUN ANGGARAN 2021

NAMA

JABATAN DALAM KEGIATAN

KEGIATAN/SUB KEGIATAN

PANGKAT/GOLONGAN

INDARTO DJOEMIR, SH, MH

197205222001121003

PEMBINA /IV.a

PPK SKPD

SAIFUL BAHRI MAEMUN, SP, MM

197608072001121001

PENATA TK I/ill.d

PPTK

KEGIATAN PENGELOLAAN LAYANAN PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK

unns

AGUSTAN, $.S0s, M.SI

197308172001121009

PEMBINA /IV.a

PPTK

KEGIATAN PENGELOLAAN PENGADAAN BARANG DAN JASA

FALAH FARDINA, ST, MM

197805282001121003

PEMBINA TK I/IV.b

PPTK

KEGIATAN PEMBINAAN DAN ADVOKASI PENGADAAN BARANG DAN JASA

KEGIATAN PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH

KEGIATAN ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH

KEGIATAN ADMINISTRAS| KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH

KEGIATAN ADMINISTRAS| UMUM PERANGKAT DAERAH

KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

YUDHI YUNIARDHI SURYA, SE

197306082001121003

H. ARIA SANTANA, SH,M.|,KOM

197307162001121001

PENATA TK I/1l1.d

PPTSK

SUB KEGIATAN PENGELOLAAN SISTEM PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK

PEMBINA /IV.2

PPTSK

SUB KEGIATAN PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI PENGADAAN BARANG DAN JASA

RINON AGUS W, 5.Kom, MM

197709112002121004

PENATA TK I/1ll.d

PPTSK

SUB KEGIATAN PENGELOLAAN INFORMAS| PENGADAAN BARANG DAN JASA

ARIWIDODO, S.STP.M.SI

198007271999121001

PEMBINA /IV.2

PPTSK

SUB KEGIATAN PENGELOLAAN STRATEGI PENGADAAN BARANG DAN JASA

EKO PRIHATIK SETYO P, S.5I,T

197412091997031005

PEMBINA /IV.a

PPTSK

SUB KEGIATAN PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG DAN JASA

:ls-»-unm

198203032011012002

PENATA/ lil.c

PPTSK

SUB KEGIATAN PEMANTAUAN DAN EVALUASI PENGADAAN BARANG DAN JASA

INA SUSIANA, ST, MM

TITO ISTIANTO, SE,M.SI

197502222002121005

PEMBINA /IV.2

PPTSK

SUB KEGIATAN PEMBINAAN SUMBER DAYA MANUSIA PENGADAAN BARANG DAN JASA

1

~

AN| FATONAH, SE, MM, M.Ak

197405271999032011

PEMBINA /IV.a

PPTSK

SUB KEGIATAN PENDAMPINGAN, KONSULTASI, DAN/ATAU BIMBINGAN TEKNIS PENGADAAN BARANG DAN JASA

13

ANNE MULYASARI, SS

197609162014102001

PENATA MUDA TK I/IlL.b

PPTSK

SUB KEGIATAN PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH

SUB KEGIATAN KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DOKUMEN RKA-SKPD

SUB KEGIATAN KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DOKUMEN PERUBAHAN RKA-SKPD

SUB KEGIATAN KOORIDNAS! DAN PENYUSUNAN DPA-SKPD

SUB KEGIATAN KOORDINASI DAN PENYUSUNAN PERUBAHAN DPA-SKPD

SUB KEGIATAN KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD

SUB KEGIATAN EVALUASI KINERIA PERANGKAT DAERAH

SUB KEGIATAN KOORDINAS| DAN PELAKSANAAN AKUNTANSI SKPD

SUB KEGIATAN KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN AKHIR TAHUN SKPD

SUB KEGIATAN PENGELOLAAN DAN PENYIAPAN BAHAN TANGGAPAN PEMERIKSAAN
SUB KEGIATAN KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN BULANAN /TRIWULANAN /SEMESTERAN SKPD

SUB KEGIATAN PENYUSUNAN PELAPORAN DAN ANALISIS PROGNOSIS REALISAS| ANGGARAN

SUB KEGIATAN PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR

SUB KEGIATAN PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGGA

SUB KEGIATAN PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR

SUB KEGIATAN PENYEDIAAN BAHAN CETAKAN DAN PENGGANDAAN

SUB KEGIATAN PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD

SUB KEGIATAN PENATUSAHAAN ARSIP DINAMIS PADA SKPD

SUB KEGIATAN PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK

SUB KEGIATAN PENYEDIAAN JASA LAYANAN UMUM KANTOR

SUB KEGIATAN PEMBINAAN KELEMBAGAAN PENGADAAN BARANG DAN JASA

Ditetapkan di : Serang
Pada tanggal : Januarl 2021

KEPALA BIRO PENGADAAN BARANG/JASA
SEKRETARIAT RQAE S| BANTEN

IA N
PEMBINATK |
NIP. 19711025 200112 1 001
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